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KEPUTUSAN WALINAGARI SUNGAI PUA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OFEEASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA

Menimbang

Mengingat

|

WALINAGART SUNGAI PUA,

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
dalam mengoptimalkan partisaipasi dan Pengawasan
publik dalam proses penvelenggaraan Pemerintah Nagari;

bahwa untuk tersedianya informasi publik yvang lengkap,
akurat, faktual dan dapat dipertanggungiawabkan, perlu
adanya standar prosedur pengelolaan informasi dan
dokumentasi di ingkungan Pemerintahan Nagari Sungai
Pua;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011, Rancangan
SOP wvang telah dilakukan verivikasi dan uji coba
ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Walinagari,

bahwa demi meningkatkan penvelengaraan
pemerintahan Nagari vyang responsif, partisipatif,
komunikatif dan akuntabel dalam kinerja pelayanan
kemasyarakatan yang baik dan bertanggungjawah;

bahwa untuk melaksanakan seperti tercantum dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Walinagari Sungai Pua tentang
Standard Operasional Prosedur Pelayanan di Lingkungan
Pemerintahan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungal Pua;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 1999 Nomeor 42. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4132},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran WNegara Repubilik
Indonesia Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);




10,

2

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  5495), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914},

Peraturan Menternn Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilasi Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986];

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit
Pelayanan Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018
tentang Standar Layanan Informasi Publik [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomaor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 12};

Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran
Nagari Sungai Pua Tahun 2018 Nomor 7) ;

Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Nagari Sungai Pua Periode Tahun 2023-2031
(Lembaran Nagari Sungai Pua Tahun 2025 Nomor 2);




Kesatu

Kedua

Ketiga

MEMUTLUSKAN

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan
Dokumentast di Lingkungan Pemerintahan Nagari Sungal Pua,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
dictum KESATU meliputi :

a.
b.

.

Standard Operasional Prosedur Pengumuman Informasi
Publik;

Standard (Operasional Prosedur Standar
Pendokumentasian Informasi Publik;

Standard  Operasional Prosedur Penetapan dan
Pemutakhiran Dafllar Informasi Publik;

Standard Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi
Publilk;

Standard Operasional Prosedur Pengelolaan Keberatan
Informasi Publik;

Standard Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi
Publik;

Standard Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan
Informasi Publik

. Standard Operasional Prosedur Pendokumentasian

[nformasi vang Dikecualikan;

Keputusan Walinagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sungai Pua
Pada tanggal : 29 Januari 2025

SUNGAI PUA,



Lampiran

Keputusan Walinagari Sungai Pua

Nomor 4 Tahun 2025

Tentang

Standar Cperasional Prosedur Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Nagar Sungai Pua

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA

PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP we /ol / fwo- Mee S 2eat B
Tanggal Pembuatan 2a Januow  2edt
Tanggal Revis :
| Tanggal Efeltil B
| Disahkan Oleh RI SUNGAL PUA
e,
SYAH, A.M.d
Nauma SOP AS| PUBLIK

Dasar Hukum -

[ Kuslifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 {eniang Pelayanan Publik
3. PP Nomer 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Kterebukaan Informasi Pablik
4. Permendagn Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman  Pengelolaan  Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negen dan pemeriniah Daerah
5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pervelenpparaan Urusan Pemerintah Kenkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Daerah Provinsd Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barad Nomoer 15 Tahun 2020 fentang Tata Cara
Pengelolaam [nformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsd
Sumatera Barat

Pendidikan Minimal Diploma 3 (D3}
Mampu Mengoperasikan Komputer/Laptop
Memahami peraturin computer /laptop
Mengetahui tentang Pengelolaam Standar Layanan Informasi Publik
Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

1 —

H 0 e

| Keterkaitan o i
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

Peralatan [ Perlengkapan

<, Romputer, Intemet, Printer dan Scanner

Peringatan

F_'Eﬂ’[‘-EI.IEt.ElDI:lH.I:I. Pendataan

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumuman Informasi Publik

Pelaksana Muotu Bulu
Administrator
No Kegiatan Selurnh | PPID dan :
Pejabat/S | PPID w.:.' FEOD '““I Kalanghkapan Waktn Output &
taf Pembantu
Daerah
1 | Mengumpulkan Informasi yang Lembar kerja, 15 Menit/1 | Isian Daftar [nformasi | Waktty fergantung
Berkualitas dan relevan dengan ATK, dan Informasi Publik (DIPF) yang sudah
tupoksi masing-masing SKPD baik Homputer Online diverifikas] oleh kepala
yvang diproduksi sendin, maupun yvang SKPD
dikirim ke pihak lain
2 | Mengklarifikesi seluruh informasi vang Buku dan 15 Menit/1 | Data informasi publik
dilampulian dan mengidentifikasi Romputer Informasi yang measuk
3 | Mendokumentasikan [nformasi public Buku dan 15 Menit/1 | Laporan hasil
dalam beotuk file khusus Komputer Informasi Identifikas informeasi
puhblic
4 | Menetapkan Daftar Informas Pablik Buku dan 15 Menit/1 | Data Informasi Publik Dilaksanakan
(DIF dan mengumumbkan DIF kepada Komputer Online | Informasi bersama Tim PPOD
Masvaraka dan PP
Pembantu dengan
melakukan rapat
"5 | Mengupload DIP ke Web PPID atau Data Informasi 15 Menit/1 | Informasi Online ke Surai keputusan
Weh Pemerintah Daerah maupun Publik [IMF} dan Informasi Masyarakat melalui Web | di dobumentaikan
melalui sarana pengumuman lainnya Komputer Omline atau media publilcasi oelh setiap SKPD
omline yang dimiliki dan PPID/PPID
Pemerintah Daerah Pembaniu untuk
| Publik




PEMERINTAH NAGARI BUNGAI FUA

DINAS KOMUNIEASI DAN INFORMATIKA

MNama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1.
2,
1

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Kierebukaan Informasi Publik

Permendagri Nomaor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomer 8 Tahun 2019 fentang
Penyvelenggaraan Urusan Pemeriniah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatilea

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan

Informesi Publik

. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pengelolaam [nformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat

Pendidikan Minimal Diploma 3 (D3}

Mampu Mengoperasikan Komputer/Laptop

Memahami peraturan computer/laptop

Mengetahui tentang Pengelolaam Standar Layanan Informasi Publik
Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelavanan publib

B

' Peralatan / Perlengkapan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

1. ATK dan Flash Disk
2. Komputer, Internet, Printer dan Scanner

Peringatan

Pencatntan dan Pendataan

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

! —————— Pelaksana Mutu Buku |
Admin Adomtn ]
Mo Aegiehm w;::' = tﬂm' PPID | PPID Utama | Kelengkapan Waktu Outpne | Keterangen
Utama
. Pelaksana
1 | Mengkoordinasi PPID Pelaksana pada Pemda Agam | Surat/Perint | | Had Berita dan
untuk mengumpulkan Data Informasi Publik (DEF - ah Melalui Informasi
Pengumuma
n
2 | Menginput DIP yang telah dikumpulkan melalui File/ Dokume | Secara Proses
Website PPID Pelakzana, minimal dilakukan: update :: n DIP Berkala, serta | Unggah DIP
data per 6 bulan/semester - meria dan
Sehap sant
3 | Admin PPID Utama melalukan \?En'.ﬁk;:i terhadap DIP | J:{umpdﬁrfLa S0 menit [nputan
YANG TELAH DIUNGGAH OLEH ppid Pelaksana 1 - A plop sesual status
sebelum di publikasikan ke public, informasi yang | e ! Jaringan P
telah di inputkan direkap dan dilaporkan kepada PPID | \ / Internet
Utama schagai bahan monitoring dan evaluasi bagi 1
perangkat Dacrah ! PPID Pelaksana dan menjadi daftar
e
Apahila (ya) DIF yang sudah di unggah sudah sesuai
dengan keteniuan keabsahan suatu Dobkumen, maka
Admin PPID Utama akan menyetujuan NP yang
dimaksud untuk di Publikasi kan, apabila (tidak] DIP K
yang tidak sah akan dikembalilean oleh PPID Utama ke i
PPID Pelaksana untuk diperbaiki R P
4 | Admin PPID UVtama/Bidang Pengolah Data Website PPID | Tentatf Informasi
.| menyampaikan laporan moenitoring dan evaluasi k Pelaksana dan
kepada PPID Utama, Jenis DIP masing-masing PPID ‘_,- dan PPID Dokumentasi |
Pelaksana akan dinilai dari unggahan terbanyak dan Ltama Terpublikas

di informasikan paling sedikit per & bulan / semester |




L

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Komunileasi dan Informatika Nomor B Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 teniang
Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengelolaam Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat

3

Nomar SOF e St S OPRD - Mo S geab
Tan Pembuatan A8 oneen 2ot
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA “Tanggal Revisi
Tangeal Efeltil
Disahkan Oleh
DINAS HOMUNIKAS] DAN INFORMATIEA
S Mama S0P
Dasar Hukum = Kualifikasl Pelaksanaan —
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan [nlormeasi Publik 1. Pendidikan Minimal Diploma 3 (03] 7
2. Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 20049 tentang Pelavanan Publik 2. Mampu Mengoperasikan Komputer/Laptop
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun | 3. Memahami peraturan computer/laptop
2008 tentang Kierebukaan Informasi Publik 4. Mengetahui tentang Pengelolaam Standar Lavanan Informasi Publik
4. Permendagrd Nomor 3 Tashun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan | 5. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelavanan publik

Keterkaitan

......

Peralatan / Perlenghkapan

| 1. ATK dan Flash Disk

2. Komputer, Internet, Printer dan Scanner

L ey

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Standar Opermsional Prosedur (S0P) Pengelolaan Informasi Publik

public

Pelaksana Mutu Buku
Bid Pengelolaan
Ha Keghatin, PPID Utama A Atasan PPID u;::::m n.u"l‘.. Klasifikasi| Kelengkapan | Waktn Output | Feterangan
Informasi
1 | Menyediakan Data informasi Publik [DIF) aftar informasi 3 harni Daftar
Seguai Aturan Informas Publik _ dan dokumentasi informasi
[ public e Publik
2 | Menyerahkan [MPolel PPID Pelaksana Daftar informasi | 30 menit | Dafiar
baik berbentuk Softcopy ataupun Publik informasi
Hardeopy ke Admin PPID Utama = Pulbdik
3 | Mengidentifikasi DIP yang diperoleh Daftar informasi | 2 har Eiepori
sesual degan kategor informasi oublik 4 Puhblik informias
vang telah disebutlkan public vang
akan di
dokumentasi
T s et L1F] h’“‘n
4 | Mendokumentasikan daftar dan sk DIP Daftar informasi | 3 hari Daftar
dengan baile sesuai dengan ketentuan UL Publik informasi
Kearsipan o - Puhlik
5 | Menerima dafiar dan fisik DIP dengan Daftar informasi | 15 menit | Daftar =
baaik Publik informasi
S — aa Fi-l-hli]t
& | Memwverifilkas: kelengkapan dan '.l- Daltar informazsi | 3 hamn Hasil
kesesuaian informas public dengan Publik verifikasi
keterntuan yang berlaku informasi
= s - — : £z public =
T | Melaporkan hasil Verifikasi ke PPID Daftar informasi | 30 menit | Hasil [
Uiama i Pulbidik verifikasi
i informasi
- - - = public
8 | Menetapkan Kualifikasi informasi sesuai Daftar informasi | 30 menit | Hasil .
dengan UU KIP Puhlik verifikasi
informasi
i S R e (e _public
8 | Menvajikan DIP vang bersifat terbulka Datiar infarmasi | 3 han Informas
pauda Wehbsite PPIT J - Publik public pada
Web
10 | Membuat laporan pengelolaan dan Daftar informasi | 2 hari Laporan
pemeliharaan mformasi public N Puhblik Pengelolaan
dan
Perolehan
informasi




11 | Menerima laporan Pengelolaan informasi Laporin [ 30 menit | Hasil laporan
public -:: Informasi Publik DIP
12 | Melaporkan kepada Atasan PPID Laporan |15 menit | Hasil laporan
> Informasi Publik DIF
L%
"I
%
\
'|I|
13 | Melakukan evaluasi berdasarkan hasil == Laporan 3hari | Hasil laporan
pelaksanaan Monev Informasi Publik A\ informasi public P
' vang akon di
evahuas
14 | Memantau pelaksanaan pengelolaan Daftar mformazt | 3 hari Haz=l laporan
informasi public dan melalukan Money Publik DIP
15 | Dan hasil Money dan masukan public Daftar informasi | 1 hari Hasil laporan
menetapkan informasi public bersifat - Publik DIP

terbulen aamun belum & klasifikasitan ke
dalam daftar informasi




FPEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA

| Nomor SOP | \e Sy /7 PRID- rep faear
Tanggal Pembuatan o IS L =1
Tanpgal Revisi
T.E.'I'EEEJ. Efeltil

Digahkan Okeh

Nama S0P

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilk

3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanean Undang-Undang Nomor 14 Tahun |

2008 tentang Kterebukaan Informasi Publik

4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi |

dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah

5. Peraturan Menter! Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

6. Peraturan Daerah Provins! Sumatera. Barat Nomer 3 Tahun 2022 tentang
Keterbukaan Informas! Publik

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengelolaam Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumaters Barat

LA NIRRT

"1, Pendidikan Minimal Diploma 3 (D3] £

2, Mampu Mengoperasikan Eompulter/Lapiop

3, Memahami peraturan computer/laptop

4, Mengetahui tentang Pengelolaam Standar Layanan Informasi Publik
3. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas tdak berjalan dengan baik

1. ATK dan Flash Disk
2. Komputer, Internet, Printer dan Scanner

S —

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Standar Opersional Prosedur (S0P Pengelolaan Keberatan Informasi Publik

- Pelaksana Mutu Buku ]
Potugas PPID dan
No Kegiatan P y Pelayanan PPID P | Kelengl Waktu Output Keterangan
Informasdi Peml
Puhblik
1 | Melayani penyampaian pengajuan keberatan Form pengajuan | 10 Formulir permohonan | Wakiu
atas tidak terlayaninya informasi vang keberatan menit / informasi vang telah | tergantung
diinginkan pemohon informasiflengk | orang diisi. lengkap beseria | laporan  yang
ap persyaratan  tentang | masukd ari
hipdata melaloi | maksimal 30
fotocopy  KTP  vang | laporan dalam
o sudah discanner | 1 hani
2 | Melakukan registrasi formulir  pengajuan Form pengajuan | 10 Daftar pengajuan
keberatan pelayanan informasi dari | Keberatan menit informast yvang sudah
pemohon  dan  meyampaikan  pengajuan | informeasi OTRNE direpistras
keberatan dan pemohon ke atasan PPID | lengkap dari
(Sekretaris Daerah/ Pengarah) bl registrasi
3 | Memeriksa formulir pengajuan  keberatan Berkas 15  Berkas surat perintah
dari para pemohon dan memerintahkan pengajuan meit tertulis . tentang  hasil
PAID dan PPD Pembantu untuk menjaaab keberatan arang pengajuan keberatan
permintaan
4 | Memerintahkan kepada PPID dan PPID Berkas 10 surat perintah terfulis |
Pembantu  untuk memenuhi  permintaan pengajuan menit/ tentang hasil
informasi dari pemohon keheratan  dan | orang pengajuan keberatan
Daftar mformasi
5 | Memberikan informasi yang diminta oleh Dokumen 15 Informasi public yang
pemohon kepada atasan PPID jika informasi informasi dan | menit/ diminta pemohon dan
vang dimaksud telah masuk Daftar informas dolkumen OTANE surat penolakan
Publik atasan PPID akan menjawabh penolakan
pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika
informasi vang diinginkan pemohon tdak
termasuk dalam Daftar Informasi Puhblik
vang telah dinvmumkan (karena informasi
belum tersedia aten termasuk  informas
vang dikecualikan) maka diberikan surat
penolakan kepada pemohon . . | |




PEMERINTAH NAGARI BUNGAI PUA

DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA

| Nomor SOF Wb /o5 /ppp - tee / acsy
Tanggal Pembuatan 29

Tanggal Revisi

Tanggal Elektil =

Disahkan Oleh

Namia SOP [UJlKO

Dasar Hulkurn Kualifikas] Pelaksanaan ==
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukean Informasi Publik 1. Pendidikan Minimal Diploma 3 (D3)
2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Foblik 2. Mampu Mengoperasikan Komputer/Laptop
3. PP Momor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun | 3, Memahami peraturan compuier/lapiop
2008 rentang Kterebukaan Informasi Publik 4, Menpgetahui tentang Pengelolaam Standar Layanan Informast Publilk
4, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolann Pelavanan Informasi | 5. Mampu melakukan keordinasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
dan Dokumentasi Kementerjan Dalam Negeri dan pemerintah Caerah
5. Peraturan Mentert Komunikasi dan Informatike Momor B Tahun 2019 tentang
Penvelenggrraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informeatika
6. Peraturan Dacrah  Provinsl Sumetera Baral Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Keterbukann Informasi Publik
7. Peraturan Gubermur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Teta Cara
Pengelolaam Informasi dan Dolkkumentas! di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat
Keterkaitan = Peralatan/ Perlengkapan

1, Jika SOP Hdak dilaksanalkan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

ST

I. ATK dan Flash Disk
2. Komputer, internet, Printer dan Scanner

Pencatatan dan Pendataan

— e

L L N e A L L A e

DHsimpan dalam data elektronik dan m.nnual

AT 2 e




Standar Operasional Prosedur (SOF) Up Konsckuensi Informasi Publik

e f— Pelaksana — Hntn fr—
Tim
No Kegiatan Pertimbangan m PPID | Pemohon o Walktu Outpui Keterangan
E— s I'I:I.'I.'I:I]:Illll
1 Melakukan kajian atas informasidoekumentasi Berkas pemohon | Setiap Berkas permohonan | Walktu
dari pemohon yang tidak termasuk dalam informasi/dokumen | informasi | informasi vang telah | tergantung
Daftar informasi Publik (DIA dari pemohon masuk diisi lengkap heserta | laporan
persyaratan tentang | yang masik
biodaya melalui
fotocopy KTF  yang
i —— sudah di scanner
2 Menyerahkan informasi vang tidak termasuk W I Berkas permohonan | Setiap Berkas permohonan —=—
dalam [P tersebut ke Tim Pertimbangan informas fdolumen | infermas | informasi
Pelayanan informasi | dari pemohon dan | masuk
perundang-
3 Menyampaikan ke paacdan PR akas I Berkas informasi | Setiap Berkas surat =
informasi/dokumen yang dimaksud rahasia | pertimbangan informasi | keputusan tim
atau tidak berdasarkan UU, kepatutan dan I masuk pertimbangan
kepentingan umum pelayanan informasd
| 4 Menvampaikan kepada PPID alas  status | b | Berkas 5 hari Sural ke putusan
informasi/dokumen vang diminta pemohon, | informas [ dokumers m pertimbangan
| apakah termasuk rahasia atau tidak ] hasil perimbangan pelayvanan informasi
5 | Jika informasi/dokumen yang dimaksud tidak Informasifdokumen | 15 menit | Surat | keputusan
rahasia maka PPID memerintahkan  locpada hasil pertimbangan tim  pertimbangan
penguasa informasi/dokumen (Kepala SKPD) pelayanan informasi
untuk  menyerahkan informasi/ dolumen
dinvatakan rahasisa, maka PPID membuat
sural penolakan kepada pemohon disampaikan
olej kepala SKPD kepada pemohon
6 Kepala SKPD memberikan informast yang telah Ilﬂ.ﬁflrm-a.lii.,l"ﬁ}h-lﬂﬂﬂﬂ 10 menit Informasi |
dinyatakan ticlnde rahasia detgan hasil terbuka untuk
menandatangani tanda bukti penerimaan dizampaikan ke
public
7 | Hepala SKPD memberikan informasi berupa Surat  penolakan | 10 menit | Surat penolakan
sural penolakan karena informasi dinvartakan karenia  Keputusan
rahagia informasi rahasia - =




PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA

DINAS KOMUNIKAS] DAN INFORMATIHA

e

Nomor SOP e /S o6~ PRWD- MEP /acer
Tanggal Pembuatan 26 Aariew  poal

Tanggal Revisl

Tanggal Efekul

Disahlean Oleh

Dasar Hukum

L.
2,

a

4

uuuuu

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publilk

. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Kierebukaan Informasi Publik

. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Dacrah

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikea Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penvelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

. Peraturan Daerash Provinsi Sumatera Barat MNomor 3 Tahun 2022 tentang

Keterbukaan Informas] Publik

. Pefaturan Cubernur Sumatera Barat Momor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pengelolaam Informasi dan Dokumentast di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumsatera Barat

1. Pendidikan Minimal Diploma 3 (D3]

2. Mampu Mengoperasikan Komputer/Laptop

3. Memahami peraturan computer/laptop

4. Mengetahul tentang Pengelolaam Standar Layanan Informasi Puhlik
5. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelavanan publik

Keterkaltan

Peralatan /Periengkapan

Jika S0P tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

1. ATK dan Flash Disk
2, Komputer, Internet, Printer dan Scanner

Fcﬁngaia.n

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Standar Operasional Prosedur [SOP) Maklumsat Pelayanan Informasi Publik

Mutu Buku

Pelaksana
o Keglatan = = = = = Ketorangan
Kelengkapan Dutpu
Palabaann Atasan PPID Waktu E
1 | Menyusun Maklumat pelayanan  yang | Tidak ‘Standar Tentatil | Konsep Maklumat | Wajib menggunakan bahasa  Indonesia
merupakan  pernyataan  kesangguapan | pelayanan Polayvaman yang baik dan menggunakan bhahasa yang |
penyelenggara  daam  melaksanakan F informasi public Informasi Publik mudah dipahami oleh penduduk setempan
pelavanan  #esual  dengan  ketentuan
standar pelayanan yvang baik
o Eneta_pim Maklumat Pelayanan Konsep Tentatif Makhumet
Informasi public maklumsat Pelayanan
Pelayanan Informasi Publik
informasi public
3 | Mengumumkan dan  menyebarluaskan Makiumat Tentatif | Maklumat Menyebarluaskan melalui  papan
Maklumat Pelayanan informasi Publik Pelayanan Pelayanan pengumuman, Halamen Resmi Wibsite
[nformasi Publik Informesi Publik PPID atau Badan Publik | dan Media

Soxial. Informasi perlu memperhatikan
akses bagi penyvandang Disabilitas
minimal dilengkapi dengan Audio, Visual
dan Brailel




4.

n

' Nomor SOP WMo /o7 / PRIO-Nep /a0 |
Tanggal Pembuatan 25 Eﬁmaﬂ\\
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA Tanggal Revisi 7 RABUE
Ta Efektil o,
Disahkan Oleh Gal PUA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIEA AR AH, A M d
Nama SOP ASIAN INFORMASI
- = r
“Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pendidikan Minimal Diploma 3 (D3}
2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200% tentang Pelayanan Publilk . Mampu Mengoperasikan Komputer/ Laptop
3. PP MNomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang kterebukaan Informasi Publik

Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemetintah Daerah

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatike Nomor B Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
Peraturan Daerah Provinst Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Keterbukaan Informasd Publik

Peraturan Cubernur Sumateras Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pengelolaam Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemeriniah Daerah Provinsi
Sumaters Barat

= —_—

. Mengetahui tentang Pengelolaam Standar Lavanan Informasi Publik

1
2
3. Memahami peraturan computer/laptop
g
5. Mampu melakukan keordinasl dalam pelaksanaan pelavanan publik

Eeterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Jika SOP tdak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

1. ATK dan Flash Disk
2. Komputer, Internet, Printer dan Scanner

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam data elekironik dan manual




Standar Operasional Prosodur (S8OF) Pendokumentasian Informasi Publik

softcopy unmk disebharluaskan dan di
publikasilan melalni wehsite PPID dan Badan
Publilk

Pelaksana Mutu Buku
Pel Pelal | PPID | Atasan PPID Kelengkapan Waktu Drutput

1 | PPID pelaksana menyusun dmengumpulkan Mutlad Ih st Form  informasi | Tentatif | Surat Waktu tergantung
DIP dan diterima oleh petugas pelavanan antuk PoE Publik Kepuiusan laporan vang
di rekap, dan selanjutnya di ajukan ke PPID = Atasan  PPID | masuk dari
unfuk di koreksi Bila tidak ada korekss i tentang DIP maksimal 30
ajukan ke Atasan PPID untuk di sahkan laporan dalam 1

5 hati
[ [S— | | L

2 | Bila ada koreks PPID mengembalikan ke | | Draf koreksi DIP | Tentatif | Hasil Koreksi
petugas pelavanan uniuk di tindak lanjuti lee ' | PPID Pelaksana DIp
PPID Uramsa ;

3 | DIP yang sudah disahkan Atasan PPID untuk di I Selesai " Diral DIP "Tentanf | Surat
dokumentasikan dalam bentuk hardeopy dan Pengantar DIP




FEMERINTAH NAGARI SUNGAI FUA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIEA

L

 Nomor SOP o /o SARIP - MeP Jaell

'Ta,ngga.l Pembuatan A8 Namnvan 05

Ta.nggai Revisi

SPL T Y ———

{ Ta.nmai Efektif

{ Disahloan Oleh

Mama S0P

R e

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Pendidikan Minimal Diploma 3 (D3
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mampu Mengoperasikan Kemputer/Laptop
3, PP Momor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanoan Undeng-Undang Bomor 14 Tahun | 3. Memahami peraturan computer/laptop
2008 tentang Kierebukaan Informasi Publik 4. Mengetahuwi tentang Pengelolaam Standar Layvanan Informasi Publik
4, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi | 5. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan puhblilc
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Momor & Tahun 2019 tentang
Penvelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Keterbulcaan Informeasi Publik
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengelolaam Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat

1. Jika SOP tdak dilaksanalkan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

Peringatan

I. ATK dan Flash Disk
2. Komputer, Internel, Printer dan Scanner

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam data etektronik dan manwual




Standar Operasional Prosedur (S0P Pendokumentasian Informasi yvang dikecualikan

o

Pelaksana Mutn Buku
|Ih Hegiatan Tim Eeterangan
Pelal PPID Utama @ Atasan PPID Pertimt Eelengkapan Walktu Cutput
1 |FPID  pelaksana  mengajukan  Daltar Draft  Daftar | Tentatil
Informasi vang Dikecuallkan dan PPID Informasi  yang
LIt eumies bersama  Tim Pertimbangan -_' - Dikecualikan
mengajukan Daftar Informasi Yang
Dikecualilan
2 | Atasan PPID menyetijui  Draft Informasi W Diraft Daftar | Tentatif | Daftar  Informasi
vang dikecualikan Informasi yang wang Dikecualikan
Dikecualikan
3 | Mengelola dan Menyimpan — dokumen Alat Tulis | Tentatif | Daftar Informasi
mfnnﬂaa-l vang dikecualikan dalam bentulk | Kantor, vang Dikecualikan
softcopy dan hardcopy dengan tata cara | -.( Komputer dan
mengarsipkan dokumen Internet




PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA

ey

DINAS HOMUNIKASI DAN INFORMATIHKA

Dasar Hukum

1. Undeang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilk

3. PP Nomor 61 Tahun Z010 tentang Pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 14 Tahun
2008 tentang Kterebukaan Informasi Publik

4, Permendagr Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan [nformasi

dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Deerah

Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika Nomor 8 Tabun 20019 tenlang

Penvelengparaan Urusan Pemerntah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

f. Peraturan Daerah Provingi Sumsdera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Eeterbukaan Informasi Publik

Peraturan Gubernur Sumalera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pengelolaam Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Barat

Nomor SOP tdo /o8 [ gp 190~ Hsp /2008

Tanggal Pembuatan

28 Janva®i oo
J_"_.I‘anml Revisi i

[ Ta Efektil

Disahkan Oleh

Kualifikas Pelaksanaan

T,

Pendidikan Minimal Diplema 3 {D3)

Mampu Mengoperasikan Komputer/ Laptop

Memahami peraturan computer /laptop

Mengetabui tentang Pengelolaam Standar Lavanan Informasi Publik
Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

R g L2 D e

Keterkaitan

Peralatan  Pedenglkapan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka lugas tidak befalan dengan baik

1. ATK dan Flash Disk
2. Romputer, Internet, Printer dan Scanner

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Standar Operasional Prossdur (SOF) Permintaan Informasi

pemberitahuan tertulis dari PPID

PELAKSANA MUTU BUKWD
NG AR mrun:n
PEMOHON | INFORMASI FPID HKELENGHAPAN WAKTU QUTPUT HEETERANGAN
PUBLIK
1. | Melayani permohonan informasi dari pemohon Formulir permohonan | 15 menit / Permohonan
informas dan OTANE Diterima dan
idenfitas pemohon diproses selama
10 hari kefa
2, | Melakukan registrast formulir permohonan mformeasi Formulir permohonan | 10 mendt / Nomor
dari pemohon, input permohonan ke web jonline) dan wiformasi lengkap dan | orang register
menyampailkan ke PPID bulu registrasi permohonan
Fol :
"4, | Memenksa formulir permohonan dari pemohon dan Berkas permohoman 15 memt /
meminta petugas layanan PPID untuk menjawatby informesi dan /atag OTATIE
permintaan melalul online dan /atan offline berkas yang
terintegrasi dalam
akun admin PPID
4. | Meneruskan kepada PPID untuk memenuii 10 manit / Barkas
permintaan informasi dari pemohon orang permahonan
5. | Memberikan informasi vang diminta oleh pemohon Dolumen informasi, | 15 memt [/ Informasi Dianprest
kepada PPID dokumen surat OTAMNE publik yang dilakuikan
a. Jika informasi vang dimaksud elah masuk Daftar pemberitahuan diminta perpanjangan
Informasi Publik PPID akan menjawab permohonan tertulis, dan dolumen pemohon dan | waktu
kepada pemohon. surat penolakan surat pendokumentas
b. Jika informasi dapat dibuka namun belum tersedia penolakan ian informasi
dan membutuhkan wakta tambahan untuk hingga 7 han
mendokumentasikan maka diberilkkan surat kera




©, oJika informmast vang 1 i

diinginkan
termasuk dalam Daftar Informasi Publik yang 1elah
liumumkan (karena informasi belum tersedia atan
termasuk informasi yang dikecualikan), maka
diberikan surat penolakan kepada pemohon,




